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I. UMUM

Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan setiap konstruksi,
baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, baik yang
menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.
Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut memiliki fungsi hunian,
keagamaan, sosial dan budaya; perikanan; wisata bahari; pelayaran;
perhubungan darat; telekomunikasi; pengamanan Pantai; kegiatan usaha
minyak dan gas bumi; kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara; instalasi ketenagalistrikan; pengumpulan data dan penelitian;
pertahanan dan keamanan; dan penyediaan sumber daya air.

Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut
memerlukan penataan dalam rangka menunjang kegiatan pemanfaatan
wilayah pesisir dan wilayah Laut. Selama ini, pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut masih berorientasi sektoral
tanpa memerhatikan aspek kegiatan sektoral lainnya, sebagai contoh
kegiatan usaha minyak dan gas bumi saling bersinggungan dengan
kegiatan perikanan dan kelautan dalam memanfaatkan ruang Laut.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
mengatur mengenai Bangunan dan Instalasi di Laut. Dalam Undang-
Undang tersebut, pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut wajib mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran,

dan kelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
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II.

Pemerintah juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap
aktivitas pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut yang sudah tidak
berfungsi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
Bangunan dan Instalasi di Laut yang memuat fungsi, jenis dan kriteria,
persyaratan, mekanisme pendirian dan/atau penempatan, pembongkaran,
serta koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap operasional Bangunan

dan Instalasi di Laut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah Bangunan
dan Instalasi di Laut yang menurut sifatnya memerlukan
ruang Laut secara terus menerus paling singkat selama 30
(tiga puluh) hari kalender.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bangunan hunian” adalah
bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal
deret dan rumah tinggal sementara, seperti bangunan
permukiman masyarakat hukum adat.
Huruf b
Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja,
pura, wihara, dan kelenteng.
Huruf c
Bangunan sosial dan budaya antara lain berupa bangunan
untuk kebudayaan, balai pertemuan, dan fasilitas umum
lainnya.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah
tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya
dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,
berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan.

Huruf b
Alat penangkap ikan yang bersifat statis dan pasif antara
lain berupa alat penangkapan ikan jaring angkat (lift net)
dan alat penangkapan ikan perangkap (trap).
Alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif
antara lain berupa rumpon menetap.

Huruf c
Alat pengolahan ikan secara terapung antara lain berupa
unit pengumpul dan pengolahan ikan statis dan terapung.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “karamba jaring apung” adalah alat

budidaya ikan yang mengapung dan bersifat statis dan
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dinamis yang menetap selama lebih dari 30 (tiga puluh)

hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “struktur budidaya Laut” adalah
struktur di Laut untuk budidaya Laut, yang terdiri dari
kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran.

Struktur budidaya Laut antara lain berupa struktur sea

ranching dan struktur sea farming.

Huruf f

Instalasi pengambilan air Laut untuk budidaya ikan antara

lain berupa pipa bawah Laut.

Huruf g

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terumbu buatan” adalah struktur
buatan manusia dari benda keras yang sengaja
ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa
karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai
tempat perlindungan, mencari makan dan berkembangbiak

berbagai biota Laut, serta perlindungan Pantai.

Instalasi pengambilan air Laut untuk produksi garam antara

lain berupa pipa bawah Laut dan jeti.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “jalan pelantar” adalah prasarana
transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan  pelengkap dan = perlengkapannya  yang
diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ponton wisata” adalah kapal
dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung
digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan

kapal tunda yang dimanfaatkan sebagai wahana wisata.
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Huruf d
Pelabuhan wisata antara lain berupa marina, dermaga
wisata, atau dermaga yacht.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “titik labuh” (mooring buoy) adalah
tempat para pelaku wisata bahari dapat melabuhkan
jangkarnya.

Huruf f
Bangunan untuk kuliner antara lain berupa restoran
apung.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “marine scaping” adalah struktur
buatan bawah Laut yang ditata sedemikian rupa untuk
kegiatan wisata atau atraksi bawah air.
Marine scapping antara lain berupa akuarium bawah Laut.
Marine scaping di Indonesia antara lain berada di Perairan

Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “krib” (groin) adalah bangunan yang
dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus Pantai, yang
berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh
terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai
(longshore sand drift).
Krib antara lain berupa groin ambang rendah.
Huruf b

Pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut antara
lain berupa jeti (jetty).

Yang dimaksud dengan “jeti” adalah bangunan menjorok ke
Laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan

muara sungai atau saluran oleh sedimen.
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